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Mengingat:

FPRESIDEMN
REPUBLIK INDOMNESIA

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999

1

TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRES DEN REPUBLIK INDONES A

bahwa dengan memperhaikan bdum sapnya perangkat deerah, terbatasnya
fadlites pendukung, tidek tersedianya pembiayaen yang memada, dan beum
dibentuknya pengadilan negeri  sgtempat, maeka pemilihen  lokd  untuk
pengisan keanggotean Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di  Kabupaen
Bodemo, sebagamana diatur ddam Pasd 13 Undang-undang Nomor 50
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bodemo, tidek depat
dilaksanakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud pada huruf a perlu
diubeh Undangundang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bodemo dengan Undang-undang;

Pasd 5 ayat (1), Pasd 18, dan Pasd 20 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;

Ketetgpan Mgdis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1999 tentang
Gais-garis Besar Hauan Negara Tahun 1999-2004;

Undangundang Daurat Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerahrdagrah Tingkat Il di Sulawes (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

Undeng-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti  Undangundang Nomor 2 Tawn 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawes Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulaves Tenggaa dengan mengubsh Undang-undang Nomor 47 PRP
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |  Sulawves Utara Tengah

dan Deerah Tingkat | Sulaves Sdaan Tenggara (Lembaran Negara Tahun
1964 Nomor 7), menjadi Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1964

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

Undang-undeng Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihen Umum (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
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6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan  Kedudukan
Mgdis Permusyavaratan Rekya, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwekilan Rekya Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

7. Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeintehan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

8. Undangundang Namor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Bodemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3899);

Dengan Per setujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONES A

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan: UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG

NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
BOALEMO

Pasal 1

Ketentuan Pasd 13 Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bodemo (Lembaran Negaa Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899)

diubah sehingga berbunyi sebaga berikut:

@

@
©)

@

©)

Pasal 13

Dengan terbentuknya Kabupaten Bodemo, pengisan keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bodemo untuk pertamakai dilakukan dengan cara:

a penetapan berdasarkan  perimbangan hasil perolehan suara pata  politik  peserta
Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontao; dan

b. pengangkatan dari anggota TNI/POLRI.

Jumlah dan tata cara pengisan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bodemo sebagaimana dimaksud padh ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dengan terisnya keanggotsan Dewan Perwekilan Rekyat Dagrah Kabupaten Bodemo,

jumlah anggota Dewan Perwekilan Rakyat Dagrah Kabupaten Gorontao, tidek berubah

sampal terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah hasll pemilihan umum berikutriya

Anggota Dewan Pewéakilan Rakyat Daerah Kabupaen Gorontao, yang keanggotaannya

mewakili kecamaankecamaan yang mesuk ddam wilayah Kabupaen Bodemo, dengan

sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bodemo.

Pengisan kekurangan jumlah anggota Dewan Pewakilan Rekyat Daerah Kabupaten

Gorontdo, sebagamana dimeksud pada aya (4), ditetgokan berdasarkan  jumlah  dan

komposis anggota yang berpindah ke Kabupaten Bodemo.
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Pasal 11

Undang-undang ini mula berlaku pada tanggd diundangkan.
Aga sigp orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan  Undang-undang  ini - dengan
penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesa

Disahkan di Jekarta
padatanggd 7 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESA
ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jekarta
Padatanggd 7 Juni 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 77
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PENJELASAN
ATAS
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO

UMUM

Ddam undangundang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bodemo
telah ditetapkan bahwa penydenggaraan pemilinen umum lokd dilaksanekan  sdambat-
lambainya satu tahun sgak peresmian daerah otonom terssbut untuk pengisan keanggotaen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K abupaten Boaemo.

Untuk keberhaslan penydenggaraan pemilinan umum lokd yang langsung, umum, bebes
rahesa, jujur, adil dan beradab, diperlukan sgumlah persyaraan, seperti kesigpan perangkat
degrah, fadlites pendukung, pembiayaan yang memada, sata terbentuknya  Panitia
Pengawas Pemilihan Umum. Namun, Penitia Pengawas Pemilihan Umum sesua  amenat
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tidek dgpat dibentuk karena bdum terbentuknya
pengedilan negeri di Kabupaten Boademo.

Sementara itu, Pemilihan Umum Tahun 1999 tdah menghesilkan kompods suara parta
partai politik peserta pemilihan umum yang mencerminkan aspires rakyat.

Bekenaen dengan ini, perlu dilakukan perubshen terhadegp Undangundang Nomor 50
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bodemo, untuk mengis keanggotaen Dewan
Perwakilan Rekyat Daerah Kabupaten Bodemo tidek dilaksanekan dengan  pemilihen
umum lokd, tetgpi dengan menggunekan komposs hesl peroléhan suara  pataparta
politik pesarta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanekan di Kabupaten Gorontdo
Secaraproporsond.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasdl |

Pasal 13
Aya (1)
huruf a
Cukupjelas

Aya (1
huruf b
Cukupjdas

Aya (2)
Cukup jelas

Aya (3)
Cukupjdas
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Aya (4)
Cukup jelas

Aya (5)
Cukupjedas

Pad I
Cukup jdas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3965
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